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Abstrak

Komunikasi publik yang efektif merupakan elemen fundamental dalam demokrasi deliberatif, yang
menekankan diskursus rasional, inklusivitas, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Namun, di
Indonesia, praktik komunikasi publik pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat
kualitas deliberasi demokratis. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan
komunikasi politik pemerintah Indonesia belum efektif dalam membangun demokrasi deliberatif serta
menelaah peran The Fifth Estate dalam menanggapi praktik komunikasi publik yang tidak deliberatif. Dengan
menggunakan metode Library Research, penelitian ini menganalisis literatur akademik, kebijakan pemerintah,
serta fenomena digital yang berkaitan dengan komunikasi publik dan demokrasi deliberatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah Indonesia masih didominasi oleh pola komunikasi fop-
down yang minim partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam kebijakan, serta regulasi komunikasi
digital yang cenderung membatasi kebebasan berpendapat. Meskipun teknologi digital telah diadopsi dalam
komunikasi publik, pendekatannya lebih bersifat instruksional dibandingkan dialogis, sehingga menghambat
keterlibatan warga negara dalam proses deliberatif. Di sisi lain, The Fifth Estate memainkan peran penting
dalam mengoreksi defisit komunikasi publik dengan menyediakan informasi alternatif, mengamplifikasi suara
kelompok marjinal, serta memobilisasi aksi kolektif. Namun, keberfungsian The Fifth Estate masih dibatasi
oleh tantangan seperti disinformasi, polarisasi opini, kesenjangan digital, serta regulasi pemerintah yang
membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Studi ini berkontribusi dengan memberikan perspektif
holistik mengenai interaksi antara komunikasi publik pemerintah dan peran The Fifth Estate dalam demokrasi
deliberatif di Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan
komunikasi publik yang lebih transparan dan dialogis, sehingga memungkinkan partisipasi publik dalam
pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan literasi digital harus difokuskan pada kemampuan masyarakat
untuk mengidentifikasi disinformasi dan memahami dinamika ruang digital, serta memperkuat mekanisme
verifikasi informasi, baik melalui peraturan pemerintah, inisiatif platform digital, dan kolaborasi dengan
jurnalisme independen sebagai salah satu aktor The Fifth Estate, juga merupakan langkah penting untuk
mengurangi dampak misinformasi dan polarisasi.

Kata kunci: Demokrasi deliberatif, komunikasi publik, media sosial, partisipasi digital, The Fifth Estate
Abstract

Effective public communication is a fundamental element in deliberative democracy, which emphasizes

rational discourse, inclusivity, and transparency in policy-making. However, in Indonesia, government public

communication practices still face various challenges that impede the quality of democratic deliberation. This

study aims to explore factors that render the Indonesian government's political communication ineffective in
building deliberative democracy and to examine the role of The Fifth Estate in responding to non-deliberative
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public communication practices. Using the Library Research method, this research analyzes academic
literature, government policies, and digital phenomena related to public communication and deliberative
democracy. The findings indicate that the Indonesian government's political communication remains
dominated by top-down communication patterns with minimal public participation, lack of transparency in
policies, and digital communication regulations that tend to restrict freedom of expression. Although digital
technology has been adopted in public communication, the approach is more instructional than dialogical,
thus hindering citizen involvement in the deliberative process. On the other hand, The Fifth Estate plays an
important role in correcting public communication deficits by providing alternative information, amplifying
the voices of marginalized groups, and mobilizing collective action. However, the functioning of The Fifth
Estate is still limited by challenges such as disinformation, opinion polarization, digital divide, and
government regulations that restrict freedom of expression in digital spaces. This study contributes by
providing a holistic perspective on the interaction between government public communication and the role of
The Fifth Estate in deliberative democracy in Indonesia. The practical implications of this research affirm the
importance of reforming public communication policies to be more transparent and dialogical, enabling
public participation in decision-making. Additionally, enhancing digital literacy should focus on people's
ability to identify disinformation and understand digital space dynamics, as well as strengthening information
verification mechanisms, whether through government regulations, digital platform initiatives, and
collaboration with independent journalism as one of the actors of The Fifth Estate, which are also important
steps to reduce the impact of misinformation and polarization.

Keywords: Deliberative democracy, public communication, social media, digital participation, The Fifth

Estate
PENDAHULUAN Merujuk pada konteks tersebut, konsep
Teknologi digital telah membawa The Fifth Estate (Dutton, 2009) menjadi

perubahan signifikan dalam komunikasi publik
di lanskap demokrasi kontemporer. Konsep
Demokrasi Deliberatif yang dikemukakan oleh
Habermas (1991) (Susen, 2018) menekankan
pentingnya komunikasi yang rasional dan
inklusif dalam proses pengambilan keputusan
politik. =~ Namun,  meskipun  demokrasi
mengharuskan keterbukaan pemerintah
terhadap partisipasi publik, komunikasi publik
di banyak negara, termasuk Indonesia, masih
mengalami inefektivitas dalam menciptakan
deliberasi yang efektif. Chambers (2023)
menyoroti bahwa "fragmentasi ruang publik

dalam
sementara

mencegah  warga  berpartisipasi
pembentukan  opini  politik,"
Hutchinson (2023) menegaskan bahwa internet
telah mengubah "lingkungan informasi yang
kita tempati" tetapi juga menyebabkan
misinformasi dan polarisasi yang dapat
merusak proses demokrasi (Cohen & Fung,
2023).

relevan dalam memahami peran aktor digital
dalam komunikasi publik Indonesia. Media
sosial menciptakan ruang yang menantang
struktur kekuasaan tradisional dan
dimanfaatkan oleh aktor digital untuk
mempertanyakan narasi pemerintah (Aytac,
2022; Sergeeva, 2023). Namun, platform
digital juga menghadapi tantangan serius,
seperti algoritma yang memperkuat polarisasi
politik (Aytac, 2022) dan regulasi pemerintah
yang membatasi kebebasan berpendapat
(Schlumberger et al., 2023; Yilmaz, 2023).
Situasi ini semakin kompleks dengan
kehadiran rezim otoriter  digital yang
menggunakan teknologi untuk
mempertahankan kontrol politik (Schlumberger
et al.,, 2023; Yilmaz, 2023). Pendekatan top-
down dalam komunikasi pemerintah Indonesia
mencerminkan praktik otoriter digital (Yilmaz,
2023) sementara digitalisasi justru
menimbulkan kesadaran politik  sekaligus
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ketidakpercayaan publik (Shevchenko, 2022).
Dalam kondisi ini, The Fifth Estate menjadi
faktor penting dalam mendorong lingkungan
politik yang lebih terbuka (Joyce et al., 2023).
Beberapa kasus konkret mengenai
permasalahan komunikasi publik di Indonesia
dapat ditelah pada kasus Revisi UU ITE yang
diklaim untuk memperbaiki ketidakpastian
hukum, tetapi justru mempersempit ruang
kebebasan berpendapat di internet (Aditya &
Al-Fatih, 2021). Kemudian kasus komunikasi
pemerintah terkait proyek Ibu Kota Negara
(IKN) dikritik karena kurangnya transparansi
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
(Nugroho & Setijaningrum, 2023). Dan tentu
saja kebijakan ekonomi seperti penyesuaian
harga BBM dan strategi pemulihan pasca-
pandemi tidak disertai strategi komunikasi
deliberatif, sehingga memicu resistensi publik
(Aziz, 2022).
Terkait
mengenai inefektivitas komunikasi publik
pemerintah  menjadi  semakin

fenomina tersebut, kajian
relevan.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: (1)
Mengapa publik  pemerintah
Indonesia masih  belum efektif dalam
membangun demokrasi deliberatif? Selain itu,
(2) Bagaimana The Fifth Estate berperan dalam

menanggapi praktik komunikasi publik yang

komunikasi

tidak deliberatif ini? Penelitian ini akan
mengeksplorasi hambatan komunikasi publik
pemerintah, sekaligus menelaah bagaimana
aktor digital berkontribusi dalam mengkritisi
dan mendisrupsi narasi politik yang dominan.
Dengan menggunakan pendekatan Library
Research, studi ini akan menganalisis dinamika
komunikasi publik di Indonesia melalui kajian
literatur dan penelitian terdahulu, guna
memahami  lebih  dalam  relasi antara
pemerintah, publik, dan aktor digital dalam
ruang demokrasi kontemporer.
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Komunikasi publik yang efektif sangat
penting dalam membangun musyawarah publik
yang partisipatif, tetapi di Indonesia masih
menghadapi berbagai hambatan di beberapa
sektor, mulai dari pendekatan fop-down yang
mengabaikan mekanisme umpan balik inklusif,
padahal ini adalah elemen kunci dalam
Demokrasi Deliberatif (Gusman & Syofyan,
2023; Oktavia, 2022), lalu rendahnya
partisipasi politik, terutama dalam pemilu, yang
bisa diperbaiki dengan media penyiaran yang
memberikan informasi seimbang (Syafii et al.,
2023), kemudian media digital yang membuka
peluang komunikasi publik lebih efektif, tetapi
masih ~ menghadapi tantangan dalam
penerapannya di Indonesia (Nofiard, 2022).
Hingga inkonsistensi regulasi dan keterbatasan
kapasitas warga yang membatasi keterlibatan
publik dalam pembentukan kebijakan (Oktavia,
2022).

Konsep The Fifth Estate menunjukkan
potensi media sosial dalam menumbuhkan
wacana politik yang lebih beragam, tetapi juga
menghadapi  tantangan  besar.  Jurnalis
independen dan aktivis dapat mengimbangi
narasi pemerintah, tetapi efektivitas platform
digital terhambat oleh regulasi represif,
manipulasi informasi, dan polarisasi opini
dalam ruang digital (Hodzi & Zihnioglu, 2023;
Hutchinson, 2023; Schulze et al., 2023)

Meskipun berbagai penelitian telah
membahas komunikasi publik pemerintah dan
The Fifth Estate, masih terdapat kesenjangan
dalam mengenai  bagaimana
inefektivitas komunikasi pemerintah
berinteraksi dengan fenomena 7The Fifth Estate

literatur

di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya
telah menyoroti aspek komunikasi pemerintah
dan digitalisasi secara terpisah. Studi adopsi
Web 2.0 oleh pemerintah daerah menekankan
keterlibatan warga, tetapi kurang membahas
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pengaruh media digital terhadap persepsi
publik (Adnan et al, 2021). Studi tentang
kontrol media mengungkap kesenjangan dalam
pemahaman adaptasi strategi komunikasi
pemerintah (Masduki, 2021). Investigasi e-
government menekankan peran media sosial
dalam  membangun  kepercayaan, tetapi
mengabaikan  dampak  polarisasi  digital
(Danaditya et al., 2022; Hutahaean et al.,
2023). Komunikasi tidak efektif mengurangi
dukungan publik terhadap kebijakan (Reynolds
et al.,, 2020). Kesenjangan komunikasi antar
tingkat pemerintahan memperburuk
ketidakpercayaan publik dan menghambat
implementasi kebijakan (Lal et al., 2023; Zou,
2024). Media berperan penting membentuk
persepsi publik dan mendorong akuntabilitas,
meski tantangan misinformasi dan ketimpangan
akses tetap ada (Abduvahabovich, 2022; Zou,
2024). Interaksi antara kegagalan komunikasi
pemerintah dan munculnya wacana kontra
strategi  untuk

publik  dan
kepercayaan pada pemerintah (Odoom et al.,
2023).

menunjukkan
meningkatkan

perlunya
keterlibatan

Berbeda dengan studi-studi
sebelumnya, penelitian ini menghubungkan
bagaimana komunikasi publik pemerintah yang
tidak efektif membuka ruang bagi aktor digital
untuk mengisi kekosongan wacana dan
membentuk  oposisi  diskursif.  Dengan
demikian, penelitian ini memberikan perspektif
holistik dalam memahami interaksi antara
komunikasi negara dan media digital dalam
konteks politik kontemporer. Melalui metode
Library Research, penelitian ini mengkaji
literatur akademik, kebijakan pemerintah, dan
diskursus digital untuk membangun kerangka
analisis komprehensif yang mengidentifikasi
kegagalan komunikasi pemerintah dan cara
masyarakat dan aktor digital menegosiasikan
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narasi politik alternatif dalam ruang publik
digital.

Keunikan penelitian ini terletak pada
analisisnya pada  implikasi  komunikasi
pemerintah yang tidak efektif terhadap
penerimaan kebijakan dan munculnya wacana
tandingan melalui media sosial sebagai The
Fifth Estate. Dalam konteks tersebut, penelitian
ini berkontribusi dalam hal berikut: Pertama,
mengintegrasikan konsep Demokrasi
Deliberatif dan The Fifth Estate untuk
menganalisis komunikasi publik pemerintah
Indonesia; Kedua, menelaah peran aktor digital
dalam mengisi kekosongan wacana politik
akibat kegagalan komunikasi pemerintah, aspek
yang belum banyak dibahas dalam penelitian
sebelumnya; Ketiga, mengungkap dampak
regulasi represif terhadap efektivitas The Fifth
Estate, terutama dalam konteks digitalisasi
politik Indonesia; Dan keempat, menawarkan
rekomendasi strategis untuk meningkatkan
komunikasi publik deliberatif di Indonesia,
dengan mempertimbangkan tantangan yang
dihadapi aktor digital.

Meskipun The Fifth Estate memiliki
potensi besar dalam membentuk wacana
demokratis, keterbatasannya mencerminkan
masalah sistemik yang memerlukan reformasi
mendesak (Abduvahabovich, 2022; Hodzi &
Zihnioglu, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini
memberikan kontribusi teoritis dan praktis
dalam memahami hubungan antara komunikasi
pemerintah, Demokrasi Deliberatif, dan The
Fifth Estate dalam politik digital Indonesia,
serta menawarkan perspektif kritis bagi
kebijakan komunikasi publik yang lebih
demokratis.

Justifikasi adalah
urgensinya dalam konteks demokrasi Indonesia
saat ini. UU ITE menyebabkan kriminalisasi
kritik dan penguatan kontrol negara atas

penelitian  ini
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informasi. Revisi UU ITE 2016 dikritik karena
membatasi kebebasan berekspresi dengan
mengkategorikan  kritik  sebagai
kebencian, memungkinkan sanksi pidana tanpa
adanya pihak yang dirugikan (Erfan &
Prawesthi, 2023; Octora, 2022). Kerangka
hukum ini menciptakan otoritarianisme digital
yang membuat jurnalis dan pengguna media

ujaran

sosial berisiko dituntut atas ekspresi online
(Wiratraman, 2022). Negara juga mengatur
perilaku influencer terkait dampak hukum dan
reaksi masyarakat terhadap pelanggaran moral
(Mahy et al, 2022). Perkembangan ini
menunjukkan interaksi antara upaya menjaga
ketertiban dan kebebasan demokrasi (Octora,
2022; Winarsasi et al., 2023). Dengan
meningkatnya regulasi digital, kriminalisasi
kritik, dan kontrol informasi, penting untuk
memahami bagaimana komunikasi publik
pemerintah memengaruhi kualitas deliberasi
publik. Penelitian ini menyediakan wawasan
untuk merancang kebijakan komunikasi yang
lebih  transparan dan  partisipatif  bagi
akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode Library Research
dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti
jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen
regulasi untuk membangun pemahaman
sistematis dan menganalisis inefektivitas
komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam
konteks demokrasi deliberatif dan The Fifih
Estate. Metode  ini  dipilih  karena
kemampuannya mengeksplorasi fenomena
kompleks melalui analisis dokumen (Abbott,
2008), yang sesuai untuk kajian komunikasi
publik kontemporer. Seperti dinyatakan (Hart,
2018; Wahl et al, 2013), metode ini
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memungkinkan  integrasi literatur  untuk
mengidentifikasi pola dalam suatu bidang.
Library  Research memanfaatkan
sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan
kebijakan, dan dokumen regulasi untuk
membangun pemahaman sistematis. Penelitian
ini mengkaji ~ bagaimana  komunikasi
pemerintah yang tidak efektif menciptakan
celah dalam diskursus politik yang diisi oleh
aktor-aktor digital, menganalisisnya melalui
teori demokrasi deliberatif dan konsep The
Fifth Estate untuk memahami interaksi antara
komunikasi pemerintah, ruang digital, dan
dinamika kekuasaan dalam politik Indonesia.

"Inefektivitas ~ komunikasi  publik"
merujuk pada kegagalan pemerintah untuk
menciptakan pemahaman bersama,
memfasilitasi ~ partisipasi ~ publik, dan
membangun kepercayaan dalam kebijakan
(Sanders & Canel, 2013). Berdasarkan
demokrasi  deliberatif ~Habermas (1991),
penelitian ini mengevaluasi apakah komunikasi
pemerintah  Indonesia memenuhi prinsip
rasionalitas, inklusivitas, dan kebebasan dari
dominasi. Sementara itu, The Fifth Estate
(Dutton, 2009) dikaji sebagai peran aktor
digital independen dalam menantang narasi
pemerintah dan membentuk diskursus politik
alternatif melalui jurnalis independen, aktivis
media sosial, dan komunitas online.

Penelitian ini menggunakan sumber
sekunder, termasuk artikel jurnal terindeks
Scopus, Web of Science, dan Sinta, serta buku
teks akademik tentang komunikasi publik dan
demokrasi  digital. Dokumen kebijakan
pemerintah, regulasi komunikasi publik, serta
laporan media dan organisasi independen juga
dianalisis guna  memahami dinamika
komunikasi publik dan respons masyarakat
terhadapnya.
analisis komprehensif mengenai bagaimana

Pendekatan ini memberikan
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aktor non-negara berperan dalam membentuk
wacana politik di luar kendali pemerintah.

Pencarian dilakukan pada basis data
akademik termasuk Scopus, Web of Science,
SAGE Journals, Taylor & Francis Online,
Google Scholar, dan Indonesia OneSearch
dengan menggunakan kombinasi kata kunci
berikut:

Tabel 1. Kombinasi Kata Kunci Pencarian Data
Literatur
(Sumber: Olahan Peneliti)

No. Kateg(?rl Kata Kunci
Pencarian
“komunikasi publik™;
1 Primer “Indonesia”; “pemerintah”.
“negara”
“demokrasi deliberatif”;
2 Sekunder  “fifth  estate”; “media
sosial”; “ruang digital”
“efektivitas”;
3 Temer LUansparansy
partisipasi”;
“akuntabilitas”

Penelitian ini juga menempatkan kriteria
inklusi dan eksklusi data sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Data
Literatur
(Sumber: Olahan Peneliti)

No. Kriteria Cakupan

(1) Publikasi antara 2020-2024

(2) Berbahasa Indonesia atau

Inggris
3) Berkaitan dengan
komunikasi publik,

demokrasi deliberatif, atau

1 Inklusi ruang digital di Indonesia

(4) Publikasi dari jurnal peer-
reviewed, buku akademik,
laporan  kebijakan  dari
lembaga bereputasi, atau
dokumen pemerintah resmi.

2 Eksklusi (1) Publikasi yang tidak tersedia

88
dalam teks lengkap
(2) Literatur populer non-
akademis

(3) Studi yang fokus pada
negara lain tanpa relevansi
komparatif dengan
Indonesia

Seluruh literatur yang diperoleh dari
proses pencarian didokumentasikan
menggunakan software manajemen referensi
Mendeley. Proses seleksi terbagi dalam dua
tahap berikut: Pertama, screening judul dan
abstrak;  Kedua, lengkap
menggunakan aplikasi berbasis Web Al
ChatPDF. Analisis data dilakukan dengan
pendekatan kualitatif melalui metode analisis

review  teks

isi  (content analysis) terhadap literatur
terkumpul, guna mengidentifikasi,
menginterpretasikan, dan
mengkontekstualisasikan temuan terkait

efektivitas komunikasi publik pemerintah
Indonesia  dalam  perspektif  demokrasi
deliberatif dan The Fifth Estate. Proses analisis
menelaah pola, tema, dan argumentasi dari
literatur akademik, dokumen kebijakan, dan
publikasi media.

Penelitian ini menerapkan thematic
coding. untuk  mengelompokkan  data
berdasarkan tema utama (Braun & Clarke,
2006), seperti strategi komunikasi pemerintah,
respons publik, dan peran aktor digital dalam
opini politik. Data dikaji secara kritis dengan
teori demokrasi deliberatif dan The Fifth Estate
guna memahami kontribusi komunikasi publik
terhadap diskursus politik serta bagaimana
inefektivitasnya membuka ruang bagi aktor
non-negara memengaruhi wacana politik di
Indonesia. Validitas penelitian dijaga melalui
triangulasi sumber dan teori, serta peer
debriefing oleh akademisi independen guna
menilai koherensi analisis. Sesuai dengan
Meyrick (2006), refleksivitas penting dalam
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penelitian kualitatif untuk menghindari bias
seleksi dan interpretasi literatur.

Sebagai studi  Library  Research,
penelitian ini bergantung pada literatur
sekunder tanpa menghasilkan data primer baru.
Batasan lainnya mencakup kemungkinan
literatur penting yang terlewat, terutama
"literatur abu-abu," serta fokus pada periode
2020-2024 yang dapat mengabaikan aspek
historis. Untuk mengatasi hal ini, pencarian
tambahan dilakukan pada repositori
institusional dan sumber non-konvensional,
dengan temuan yang dikontekstualisasikan
secara historis (Booth et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi  deliberatif ~menekankan
partisipasi  inklusif,  transparansi, = dan
pengambilan keputusan yang terinformasi. Di
Indonesia,  strategi  komunikasi  publik
pemerintah telah berkembang, terutama dengan
munculnya teknologi digital. Respons ini
mengevaluasi efektivitas strategi ini, menarik
wawasan dari berbagai studi dan analisis kasus
Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang
pertama yaitu ‘Mengapa komunikasi publik
pemerintah Indonesia masih belum efektif
dalam membangun demokrasi deliberatif?’,
maka kami terlebih dahulu melakukan evaluasi
terhadap  efektivitas  komunikasi  publik
pemerintah dalam demokrasi deliberatif di
Indonesia. Adapun beberapa temuan utama
Evaluasi  Efektivitas Komunikasi Publik
Pemerintah Indonesia kami elaborasikan
sebagai berikut:

Tabel 3. Temuan Utama Evaluasi Efektivitas
Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia
(Sumber: Olahan Peneliti)
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media sosial pemerintah provinsi yang sukses
menunjukkan bagaimana platform digital dapat
memfasilitasi dialog dan keterlibatan, memastikan
suara warga didengar dalam proses pengambilan
keputusan (Praratya et al., 2024). Namun, tantangan
seperti penggunaan yang tidak konsisten dan
jangkauan terbatas di daerah berkembang tetap ada,
menyoroti perlunya strategi yang lebih kuat (Atnan
& Abrar, 2023).

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam
Pembuatan Kebijakan

Pembentukan ibukota baru Indonesia
menggambarkan keberhasilan dan kekurangan.
Sementara kebijakan tersebut mematuhi prinsip-
prinsip musyawarah, isu-isu seperti transparansi
yang tidak memadai dan keterlibatan terbatas
dengan masyarakat adat dicatat, menggarisbawahi
pentingnya  inklusivitas dalam  pengambilan

keputusan (R. Nugroho & Setijaningrum, 2023).

Peran Literasi dan Kepercayaan Media Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa literasi media sosial
dan kepercayaan secara signifikan mempengaruhi
perilaku komunikasi publik. Sementara faktor-
faktor ini umumnya positif di daerah perkotaan,
kualitas informasi tidak selalu memengaruhi
perilaku, menunjukkan perlunya strategi konten
yang lebih baik (Atnan & Abrar, 2023).

E-Government dan Partisipasi Digital

Inisiatif e-government Indonesia telah
meningkatkan transparansi dan partisipasi, namun
tantangan seperti kesenjangan digital dan inefisiensi
birokrasi menghambat efektivitasnya. Mengatasi
masalah ini sangat penting untuk menumbuhkan
kepercayaan dan keterlibatan (Herawati et al., 2024;

Nurhidayat et al., 2024).

Strategi Komunikasi Pandemi COVID-19

Dialog Digital dan Inisiatif Media Sosial

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan media
sosial untuk mendorong partisipasi publik. Inisiatif

Selama pandemi, komunikasi publik berbasis digital
memainkan peran penting. Penggunaan platform
digital dan pesan yang konsisten oleh Pemerintah
Kabupaten Sleman secara efektif mencontohkan
praktik terbaik, meskipun tantangan dalam
komunikasi krisis tetap ada (Musdalifah et al.,

2023; Nurjanah, 2023).
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Inovasi Pemerintah Daerah dalam Demokrasi
Delegatif

Pendekatan inovatif, seperti Musrenbang di
Bandung, menunjukkan  potensi  demokrasi
deliberatif di tingkat lokal. Inisiatif ini
meningkatkan  partisipasi  tetapi menghadapi
tantangan seperti representasi yang tidak memadai
dan kendala birokrasi (Karman et al., 2022;
Tresiana et al., 2023).

Komunikasi publik dan Keterlibatan Sipil

Strategi komunikasi publik, termasuk yang ada di
media sosial, telah memobilisasi warga dan
meningkatkan keterlibatan. Namun, kesenjangan
digital dan kualitas informasi tetap menjadi
hambatan signifikan untuk partisipasi yang efektif
(Cabraja, 2022; Flew & Panjaitan, 2018).
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mendorong warga negara yang lebih terlibat
(Ernungtyas & Boer, 2023; R. Nugroho &
Setijaningrum, 2023)

Meningkatkan Kualitas dan Strategi Konten

Informasi yang berkualitas tinggi dan relevan
sangat penting untuk komunikasi yang efektif.
Menyesuaikan konten untuk audiens yang beragam
dan memastikan akurasi dapat meningkatkan
keterlibatan dan kepercayaan (Atnan & Abrar,
2023; Nurjanah, 2023).

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Kelanjutan dari proses evaluasi tersebut

penelitian  ini  berusaha mendeskripsikan
tantangan dan rekomendasi untuk
meminimalisir dampak inefektivitas

komunikasi publik, dengan harapan komunikasi
publik pemerintah Indonesia dapat berjalan
lebih efektif sehingga semakin mendekati cita-
cira demokrasi deliberatif. Berikut tantangan
dan rekomendasi yang menjadi bagian temuan
dari proses evaluasi terhadap

komunikasi ~ publik  pemerintah
demokrasi deliberatif di Indonesia.

efektivitas
dalam

Tabel 4. Tantangan dan Rekomendasi
Komunikasi Publik
(Sumber: Olahan Peneliti)

Kerangka kerja kelembagaan yang kuat dan
personel yang terampil diperlukan untuk efektivitas
berkelanjutan. Pelatihan dan alokasi sumber daya
dapat mendukung strategi komunikasi yang lebih
baik (Susanti et al., 2023; Wahyuni et al., 2023).

Mengatasi Pemisahan Digital

Menjembatani kesenjangan digital sangat penting
untuk  partisipasi  inklusif. Investasi dalam
infrastruktur TIK dan program literasi digital dapat
meningkatkan akses dan keterlibatan (Herawati et
al., 2024; Nurhidayat et al., 2024).

Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan

Transparansi dalam  komunikasi  pemerintah
membangun kepercayaan. Pembaruan rutin dan

proses pengambilan keputusan inklusif dapat

Keberhasilan komunikasi publik
pemerintah  dalam  demokrasi  deliberatif
Indonesia terbukti dalam keberhasilan inisiatif
digital dan mekanisme partisipatif. Namun,
tantangan seperti kesenjangan digital, masalah
transparansi, dan strategi yang tidak konsisten
menghambat kemajuan. Mengatasi ini melalui
peningkatan infrastruktur, transparansi, dan
konten strategis akan meningkatkan demokrasi

deliberatif dan keterlibatan warga negara.

Peran The Fifth Estate dalam
Menyeimbangkan Wacana  Politik  di
Indonesia

Pertanyaan kedua penelitian ini adalah
‘Bagaimana The Fifth Estate berperan dalam
menanggapi praktik komunikasi publik yang
tidak deliberatif ini?” Untuk itu penelusuran
literatur yang dilakukan dengan analisis yang
berfokus pada Peran The Fifth Estate dalam
menyeimbangkan wacana politik di Indonesia.
The Fifth Estate, sebuah konsep yang telah
muncul di era digital, mengacu pada kekuatan
kolektif individu berjaringan dan platform
digital yang menantang institusi tradisional dan
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meningkatkan akuntabilitas demokrasi. Di
Indonesia, fenomena ini telah mendapatkan
daya tarik yang signifikan, terutama melalui
penggunaan media sosial, aktivisme online, dan
jurnalisme warga. Bagian ini mengeksplorasi
peran Fifth Estate dalam menyeimbangkan
wacana politik di Indonesia, dengan temuan
literatur yang digunakan untuk meneliti
kemunculan The Fifth Estate, mekanisme
utama, tantangan, dan implikasinya bagi
demokrasi.

Kemunculan The Fifth Estate adalah
sebagai produk dari revolusi digital, yang telah
mengubah cara individu terlibat dengan proses
politik. Di Indonesia, kebangkitan The Fifth
Estate dapat dikaitkan dengan proliferasi
penggunaan internet dan media sosial, yang
telah memberdayakan warga negara untuk
berpartisipasi dalam wacana politik (Dutton &
Dubois, 2023; Heyberger, 2023). Pergeseran ini
sangat signifikan di negara di mana media
tradisional sering dikritik karena bias dan
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representasi  terbatas  dari  suara-suara
terpinggirkan (I. D. Astuti, 2022)

The Fifth Estate di Indonesia dicirikan
oleh sifatnya yang terdesentralisasi dan
jaringan, memungkinkan individu  dan
kelompok untuk melewati penjaga gerbang
informasi tradisional. Hal ini telah membuka
bentuk-bentuk  baru
partisipasi politik, seperti aktivisme digital,
protes online, dan jurnalisme warga (Y.
Nugroho, 2011; Wahyuningroem et al., 2023).
Misalnya, gerakan seperti
#ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw
telah menunjukkan kekuatan The Fifth Estate
dalam  memobilisasi opini publik dan
kebijakan

peluang  munculnya

mempengaruhi keputusan
(Wahyuningroem et al., 2023).

Adapun temuan untuk mekanisme
utama dan tantangan bagi The Fifth Estate di
Indonesia terklasifikasi seperti pada tabel 5
berikut ini:

Tabel 5. Mekanisme Utama dan Tantangan The Fifth Estate di Indonesia

(Sumber: Olahan Peneliti)

Mekanisme/Tantangan

Deskripsi

Sitasi Data

Penyebaran Informasi

Memungkinkan penyebaran informasi
yang mungkin diabaikan oleh media
tradisional.

(Heyberger, 2023) (Dutton &
Dutton, 2007)

Amplifikasi Suara
Terpinggirkan

Menyediakan platform bagi komunitas
yang terpinggirkan untuk menyuarakan
keprihatinan mereka

(Astuti, 2022)

Mobilisasi Jaringan

Memfasilitasi organisasi dan koordinasi
tindakan kolektif.

(Fuadi, 2020)

Demokrasi deliberatif

Mempromosikan debat publik dan
diskusi tentang isu-isu politik.

(Hussain et al., 2023) (Astuti,
2016)

Informasi yang berlebihan
dan informasi yang salah

Berisiko penyebaran informasi palsu
yang dapat mempengaruhi opini publik.

(Evanalia, 2022)

Masalah Privasi dan
Keamanan

Kerentanan aktivis dan warga negara
terhadap pelecehan dan pengawasan.

(Heyberger, 2023) (Dutton &
Dutton, 2007)

Tantangan Regulasi

Peraturan  pemerintah yang  dapat
menghambat kebebasan berekspresi.

(Nugroho, 2020) (Revolusi,
2024)

Digital Divide

Batasi partisipasi dalam wacana politik
digital untuk  kelompok-kelompok
tertentu.

(Chairunisa et al., 2024)
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Berdasarkan data literatur pada tabel 5
dapat dijelaskan, bagaimana mekanisme The
Fifth Estate bekerja di Indonesia. The Fifth
Estate beroperasi melalui beberapa mekanisme
kunci yang berkontribusi dalam
menyeimbangkan wacana politik di Indonesia.
Pertama, melalui diseminasi informasi dan
akuntabilitas, The Fifth Estate memungkinkan
penyebaran informasi yang mungkin diabaikan
oleh media tradisional, sangat penting dalam
meminta  pertanggungjawaban  kekuasaan,
seperti yang terlihat dalam paparan korupsi dan
pelanggaran hak asasi manusia (Dutton &
Dutton, 2007; Heyberger, 2023). Kedua, The
Fifth Estate berperan dalam amplifikasi suara
terpinggirkan, menyediakan platform bagi
kelompok-kelompok yang sering diabaikan
oleh media tradisional yang cenderung
berfokus pada sumber-sumber elit, seperti yang
dicontohkan oleh platform jurnalisme warga
Bale Bengong (I. D. Astuti, 2022). Ketiga, The
Fifth Estate memfasilitasi mobilisasi jaringan
dengan mengkoordinasikan tindakan kolektif
melalui media sosial, sebagaimana terlihat
dalam gerakan #GejayanMemanggil yang
berhasil memobilisasi ribuan orang di
Yogyakarta (Fuadi, 2020). Keempat, The Fifth
Estate mempromosikan demokrasi deliberatif
dengan menciptakan ruang untuk debat dan
diskusi publik, menjadikan platform media
sosial sebagai arena di mana warga dapat
terlibat
informasi, dan mempengaruhi opini publik (P.
A. A. Astuti, 2016; Hussain et al., 2023).

Beberapa tantangan yang dihadapi The
Fifth Estate di Indonesia terlepas dari

potensinya, dapat merusak efektivitasnya.

dengan isu-isu politik, berbagi

Kelebihan informasi dan kesalahan informasi
menjadi  masalah serius, di mana sifat
terdesentralisasi dari  The Fifth Estate

92

menimbulkan kekhawatiran tentang penyebaran
informasi yang salah dan tipuan, sangat
bermasalah dalam konteks kampanye politik
yang dapat mempengaruhi opini publik dan
merusak kepercayaan dalam proses demokrasi
2022)
keamanan juga menjadi tantangan, di mana

(Evanalia, Masalah  privasi  dan
penggunaan platform digital untuk aktivisme
politik menimbulkan kekhawatiran tentang
privasi dan pengawasan, membuat aktivis dan
warga negara yang terlibat dalam kegiatan
politik online rentan terhadap pelecehan,
sensor, dan bentuk represi lainnya (Dutton &
Dutton, 2007; Heyberger, 2023). Tantangan
regulasi muncul dari berbagai peraturan
pemerintah  Indonesia  yang  bertujuan
mengendalikan konten online, yang telah
dikritik  karena
kebebasan berekspresi dan kemampuan 7he
Fifth Estate untuk beroperasi secara efektif (A.
A.  Nugroho, 2020; 2024).
Kesenjangan digital juga menjadi hambatan
signifikan, karena The Fifth Estate tidak dapat

diakses secara setara oleh semua warga negara,

potensinya  menghambat

Revolusi,

terutama dengan adanya kesenjangan antara
daerah  perkotaan dan pedesaan yang

membatasi  partisipasi  kelompok-kelompok
tertentu  dalam  wacana

(Chairunisa et al., 2024)

politik  digital

Implikasi untuk Pemerintahan Demokratis

Merujuk pada paparan sebelumnya
dapat dikatakan bahwa The Fifth Estate
memiliki implikasi yang signifikan bagi
pemerintahan demokratis di Indonesia. Dengan
memberdayakan warga negara dan
menyediakan jalan baru untuk partisipasi
untuk

memperdalam demokrasi dan meningkatkan

politik, ia  memiliki  potensi

akuntabilitas. Namun, tantangan yang dihadapi
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juga menyoroti perlunya pertimbangan cermat
terhadap perannya dalam ranah politik yang
lebih luas.

The Fifth Estate mewakili perbatasan
baru dalam wacana politik di Indonesia,
menawarkan peluang untuk keterlibatan dan
akuntabilitas warga yang lebih besar. Namun,
kualitasnya tergantung pada penanganan
tantangan yang dihadapi, termasuk informasi
yang salah, masalah privasi, rintangan
peraturan, dan kesenjangan digital. Ketika
Indonesia terus menavigasi kompleksitas
politik digital, The Fifth Estate memiliki
potensi untuk memainkan peran penting dalam
membentuk  masa

depan  pemerintahan

demokratis.

Inefektivitas Komunikasi Publik Pemerintah
dalam Membangun Demokrasi Deliberatif

Komunikasi publik efektif merupakan
elemen kunci dalam demokrasi deliberatif
(Hardiman, 2019), namun komunikasi publik
pemerintah Indonesia belum mencapai kualitas
yang optimal. Beberapa faktor penghambat
utama teridentifikasi dalam penelitian ini.
Komunikasi pemerintah masih didominasi pola
top-down, lebih bersifat sosialisasi kebijakan
daripada deliberasi publik aktif (Gusman &
Syofyan, 2023). Dalam kebijakan strategis
seperti UU Cipta Kerja dan pemindahan ibu
kota, pemerintah cenderung hanya
menyampaikan informasi tanpa menyediakan
ruang dialog bermakna, sehingga menimbulkan
resistensi dan ketidakpercayaan publik (R.
Nugroho & Setijaningrum, 2023).

Komunikasi publik pemerintah juga
menghadapi  tantangan  transparansi  dan
partisipasi. Meski inisiatif e-government telah
terhambat

diperkenalkan, efektivitasnya

birokrasi kompleks dan kesenjangan akses
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teknologi (Herawati et al., 2024; Nurhidayat et
al., 2024). Regulasi komunikasi digital seperti
UU ITE dan kebijakan penyensoran konten
cenderung membatasi ruang deliberatif digital
(Aditya & Al-Fatih, 2021).

Rendahnya

literasi media dan

keterbatasan mekanisme umpan balik juga
kendala.

membedakan

menjadi Masyarakat sulit
kredibel, dan

cenderung reaktif terhadap wacana yang

informasi

dikendalikan kelompok kepentingan tertentu
(Atnan & Abrar, 2023). Mekanisme umpan
balik sering hanya bersifat prosedural tanpa
implementasi konkret dalam pengambilan
keputusan (Oktavia, 2022).

Peran The Fifth Estate dalam Menanggapi
Praktik Komunikasi Publik yang Tidak
Deliberatif

The  Fifth  Estate—aktor
independen seperti jurnalis warga, akademisi,

digital

dan aktivis—berperan sebagai mekanisme
kontrol yang menyeimbangkan wacana politik
tidak deliberatif (Dutton, 2009). The Fifih
Estate berfungsi sebagai penyedia informasi
alternatif yang berlawanan dengan narasi resmi
Media
mengoreksi defisit komunikasi pemerintah

pemerintah. digital  independen
dengan menyebarkan analisis kritis terkait
kebijakan kontroversial (Dutton & Dubois,
2023).

#TolakOmnibusLaw membangun opini publik

Contohnya, kampanye

yang menyoroti ketidaktransparanan legislasi

dan dampaknya terhadap pekerja

(Wahyuningroem et al., 2023).
The Fifth Estate memperkuat demokrasi
mengamplifikasi  suara

dengan kelompok

terpinggirkan.  Masyarakat  adat, aktivis

lingkungan, dan komunitas sipil kini dapat
digital  untuk

menggunakan  platform
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menyuarakan kepentingan mereka (I. D. Astuti,
2022). The Fifth Estate juga memobilisasi
gerakan sosial dan aksi kolektif, seperti
#ReformasiDikorupsi dan #GejayanMemanggil
(Fuadi, 2020). Ruang digital yang diciptakan
The Fifth Estate menjadi alternatif ruang
deliberatif yang lebih inklusif. Diskusi publik
melalui Twitter Spaces, YouTube Live, dan
platform  daring lainnya memungkinkan
masyarakat terlibat dalam debat politik yang
lebih terbuka (P. A. A. Astuti, 2016; Hussain et
al., 2023)

Namun, The Fifth Estate menghadapi
tantangan seperti penyebaran misinformasi
(Evanalia, 2022), kontrol pemerintah melalui
regulasi ketat, pemblokiran konten, dan
kriminalisasi aktivis digital (A. A. Nugroho,
2020; Revolusi, 2024). Kesenjangan digital
juga menjadi isu, di mana kelompok dengan
akses internet terbatas tidak  memiliki
kesempatan sama dalam diskursus politik

(Chairunisa et al., 2024).

KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap bahwa

komunikasi politik pemerintah Indonesia masih

deliberatif.

Faktor utama penyebabnya meliputi pola

belum mendukung demokrasi

komunikasi top-down yang minim partisipasi,
transparansi kebijakan yang terbatas, regulasi
digital yang menghambat diskursus publik,
serta rendahnya literasi digital masyarakat.
Meski
komunikasi pemerintah tetap instruksional,

teknologi  digital telah diadopsi,
bukan dialogis, sehingga partisipasi publik
dalam kebijakan masih terbatas.

The Fifth Estate berperan sebagai
mekanisme kontrol sosial dengan menyediakan
informasi alternatif, mengamplifikasi suara

kelompok marjinal, memobilisasi aksi kolektif,
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dan menciptakan ruang diskusi digital untuk
mengurangi defisit komunikasi publik. Namun,
dampaknya masih terhambat oleh disinformasi,
polarisasi opini, kesenjangan digital, dan
regulasi yang membatasi kebebasan
berekspresi. Studi ini menunjukkan bahwa
komunikasi politik Indonesia masith mengalami
defisit deliberatif, dengan keterbatasan dalam
keterbukaan partisipasi dan tantangan struktural
bagi The Fifth Estate dalam menyeimbangkan
wacana publik. Untuk memperkuat demokrasi
deliberatif,

strategi komunikasi yang lebih partisipatif,

pemerintah perlu menerapkan

transparan, dan responsif. Reformasi regulasi
digital harus mendukung kebebasan berekspresi
tanpa menghambat diskursus sehat, sementara
literasi digital publik perlu ditingkatkan agar
masyarakat lebih kritis dalam menyaring
informasi. The Fifth Estate juga harus
memperkuat  verifikasi  informasi  untuk
mengurangi misinformasi dan polarisasi.
Sebagai kajian pustaka, penelitian ini
masih terbatas dalam eksplorasi data empiris.
Oleh karena itu, studi selanjutnya akan
melakukan observasi langsung terhadap aktor-
aktor The Fifth Estate di Indonesia, termasuk
jurnalis independen, aktivis media sosial, dan
komunitas digital, guna memahami lebih dalam

dinamika komunikasi politik digital serta

strategi dalam  membangun  demokrasi
deliberatif.
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